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BUPATIBENGKULUTENGAH 

PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR 30 TAHON 2017 

TENTANG 

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
TAHON ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

Mengingat 

b . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah, menyatakan kemampuan 
keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil 
perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah 
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara 
dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, 
sedang, dan rendah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati ; 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik: Indonesia Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4870) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 
2016 Nomor 13); 

11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administrastratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 
Tahun 2017 Nomor 04); 

---
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang 
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten 
Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3 . Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang 
jabatan anggota DPRD Kabupaaten Bengkulu Tengah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu 
daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula. 

BABII 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, 
yaitu: 

a. tinggi; 
b . sedang;dan 
c. rendah. 

Pasal 3 

( 1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung 
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah 
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi 
hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan 
penghasilan pegawai aparatur sipil negara. 
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Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan 

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim 

anggaran pemerintah daerah. 

Pasal 5 

(1) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten 
dikelompokkan sebagai berikut: 

a . di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh 
milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan 
Keuangan Daerah tinggi; 

b . Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) 
sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus 
lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada 
Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan 

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar 
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan 
Daerah rendah. 

BAB Ill 
KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKULU 

TENGAH 

Pasal 6 

(1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah 
berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 
2~15 d~ 2016 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah 
dikurangi Jumlah 1:3elanja Pegawai Aparatur Sipil Negara 
Segara dengan perh1tungan sebagai berikut: 

a . Pendapatan Umum Daerah: 
1. Pendapatan Asli Daerah 
2 . Dana Alokasi Umum 
3 . Dana Bagi Hasil 
Jumlah Pendapatan Umum 
Daerah 

: Rp. 46.266.004.235,­
: Rp. 832.972.547 .000,­
: Rp. 100.330.387.918,­
: Rp. 979.568.939.153,-
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b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara: 
1. Gaji Pokok dan Tunjangan : Rp. 424.354.850.179,-
2 . Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 100.680.979.180,­
Jurnlah Belanja Pegawai : Rp. 525.035.829.356,­
Aparatur Sipil Negara 

c . Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah: 
=(Jurnlah Pendapatan Umum Daerah-Jumlah Belanja 

Aparatur Sipil Negara)/2 
= ((Rp. 979.568.939. 153,-) - (Rp. 525.035.829.356,-))/2 
= Rp. 454.533.109.979,-/2 
= Rp. 227.266.554.898,-

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), maka kemampuan keuangan Kabupaten 
Bengkulu Tengah tergolong dalam Kemampuan Keuangan 
Rendah. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal 11 o~,. 2017 

~UPATI BENGKULU NGAH, J-

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal l1 O P!"o',er 201 7 

1tf- H. FERRY RAMLI 1 

~SEKRETARIS DAERAH \ 
1 KABUPATEN BENGKULU TENGAHV 

~ 
MUZAKIR HAMIDI r 

DERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 
30 NOMOR .... 
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